SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah undangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa, maka perlu
diatur pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717;; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja
Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 37); >

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

3AB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L;
.5

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dzerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1845.

Pemerintah adalan Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
Undang-Undang.



10.
11,

124

13.

15.

16.

L7

. 18.

19;

20.

21

22.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kecamaten adalah bagian wilayah dari Daerah
Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten
Karanganyar.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten
Karanganyar.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,
kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BFD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. i
Keuangar. Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
APBD dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ’
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD

adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa

dala_m peznyelenggaraan Pemerintahan Desa yan
terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kcwil‘e’lyahang
dan pelaksana teknis. ,
Musygwarah Desa adalah musyawarah antara BPD
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yané

diselenggarakan oleh BPD untuk men ;
: epakat
bersifat Strategis, yepakati hal yang
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh
APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarazat Desa.

Kawasan Perdesaan acalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perencanaan pembangunan Desa adalah proses
tahapan  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh
Pemerinteh Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokesian sumber daya Desa dalam rangka
mencapal tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi, serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fistk dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang
dihadapi Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 [satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah
Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme
Perencanaan Pembangunan Daerah. .

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan miira Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Penggalian Gagasan Masyarakat adalah wadah bersama
antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk
menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun
di tingkat dusun.

Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang
dipilih dan disepakati, serta memiliki kapasitas untuk
mewakili semua unsur yang ada di tingkat dusun.

Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang
berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah
Desa.

Hari adalah hari kerja.

BAB 11
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pemerintah Desa menyusun Perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Daerah.
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat
gotong royong.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
Dalam rangka  perencanaan dan  pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan &eyat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh
Pemerintah Daerah.
Pendamping Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah Tim yang dibentuk oleh
Bupati.

Pasal 3
Perencanaan pembangunan Desa disusun secara
berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat i1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.



(1)

(1)

(2)
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Pasal 4
RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan untuk perencanaan
pembangunan Desa tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Koordinasi Pembangunan Desa

Pasal 5
Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa,
Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping
profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan/atau Pihak Ketiga.
Camat melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Pasal 6
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasvarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
penetapan dan penegasan batas Desa;
pendataan Desa;
penyusunan tata ruang Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa;
pengelolaan informasi Desa;
penyelenggaraan perencanaan Desa;
penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa;
penyelenggaraan kerja sama antar Desa,
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
dan
J. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
1. jalan pemukiman;
2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanian;
3. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
4. inflrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
dzn
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4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.

pembzngunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan,

antara lain :

taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni;

dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.

pengembangan usaha ekonomi produktif, serta

pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :

pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

penguatan permodalan BUM Desa;

peinbibitan tanaman pangan:

penggilingan padi;

lumbung Desa;

kolam ikan dan pembenikan ikan;

kandang ternak;

instalasi biogas;

0. mesin pakan ternak;

1. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai

kondisi Desa.

pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

1. penghijauan; .

2. pembuatan terassring;

3. perlindungan mata air;

4. pembersihan daerah aliran sungai;

5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
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(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain :

(5)

a0 o

f.

pembinaan lembaga kemasyarakatan;
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
pembiraan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan

kegiatan !ain sesuai kondisi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain :

da.

b.
€.

d.

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan
perdagangan;

pelatihan teknologi tepat guna;

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan BPD;

peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
keleompok usaha ekonomi produktif;

kelompok perempuan;

kelempok tani,

kelecmpok masyarakat miskin;

kelempok pengrajin;

PN ke I



(1)

(4)

(1)

(3)

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelecmpok lain sesuai kondisi Desa.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM DESA

Bag:an Kesatu
Umum

Pasal 7
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi
Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta
rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Visi merupakan suatu gambaran tantangan masa
depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan
oleh kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan
keadaan obyektif Desa.
Visi sebagaimana dimaxsud ayat (1) harus dapat diukur
untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian,
kemajuar:;, keadilan, dan kemakmuran yang ingin
dicapal.
Misi meruvpakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang
telah ditezapkan oleh Kepala Desa.
Kebijakar. pembangunan Desa diarahkan untuk
membangun Desa di ,segala bidang berdasarkan
kewenangan Desa yarg merupakan perwujudan dari
visi dan misi Kepala Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM
Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kondisi objektif Desa dan prioritas program dan
kegiatan Daerah. s
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. penye.arasan arah kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah;
c. pengkajian keadaan Desa;
d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa;
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.
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(1)
(2)
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Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 9
Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

_a. Kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
selaku sekretaris; dan

d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyerakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11

(sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum

perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah tim.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 10
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah:;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 11
Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan
arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan
pembangunan Desa.
Penyelarasan arah kektijakan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi
dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan Daerah.
Informasi arah kebijjakan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
rencana pembangunan jangka menengah Daerah,;
rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah;
rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
rencana pembangunan kawasan perdesaan.
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Pasal 12
Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah
rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah
yang akan masuk ke Desa.
Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, o2embinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Desa. X
Data rencana program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil
pengkajian keadaan Desa.
Format daftar rencana program dan Kkegiatan
pembangunan Daerah yang masuk ke Desa
sebagaimana dimaksuc pada ayat (3), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagien Keempat
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b.
Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan
kondisi obyektif Desa.
Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi :
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan

Desa,
Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan
masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
a. pengarnbilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa

terkini.
Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial
budaya yang ada di Desa.



(3)

(1)

(1)

(2)

(4)

(1)

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 15
Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk
menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan
sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan yang dituangkan
dalam format daftar gagasan dusun/kelompok.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Format daftar gagasan dusun/kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran
Peraturan ini

Pasal 16
Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai
sumber data dan informasi. .
Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah
dusun dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain :
ketua RT;
ketua RW;
tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
kelompok tani;
kelompok perajin;
kelompok perempuan;
kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
kelompok masyarakat miskin; dan
kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
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Pasal 17
Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, dilakukan dengan cara diskusi kelompok
secara terarah.



(2)

(5)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan sketsa Desa, kalender musim, dan bagan
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali
gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian
gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan
alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa.

Format contoh sketsa Desa, kalender musim dan
kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18
Tim penvusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi
usulan rencana  kegiatan pembangunan  Desa
berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.
Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rekapitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa.
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Format rekapitulasi usulan rencana  kegiatan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19
Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.
Laporan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilampiri dokumen : .
a. data Desa yang sudah diselaraskan,;
b. data rencana program pembangunan Daerah yang
akan masuk ke Desa;
c. data rencana program pembangunan kawasan
pedesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
Format berita acara peiaksanaan pengkajian keadaan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 20
Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala
Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
Hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tertuang dalam format laporan
pelaksanaan pengkajian keadaan Desa.



(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD
setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam rangka penyusunan Trencana
pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Format laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 21
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 22

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang
dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan

c. rencana  prioritas  kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pemibinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan

diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) membahas sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu
6 (enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan
pembangunan Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan
dilaksanakan oleh  Perangkat Deéa, unsur
masyarakat Desa, kerja sama antar Desa, dan /atau
kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga. :

. Pasal 23
Hasil . kesepakatan  dalam  Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan
dalam berita acara.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun RPJM Desa.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

Format berita acara musyawarah Desa penyusunan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 24
Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM
Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM
Desa.
Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara
tentang kasil penyusunan rancangan RPJM Desa vang
dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada
Kepala Desa.
Format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Format berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksuc pada ayat (4), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 25
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM
Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala
Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh
Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 26
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk
membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terdiri atas:
a. ketua RT;
b. ketua RW;
c. tokch adat;
d. tokoh agama,;



(1)

(3)

(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok anak;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
anak;

. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

m. unsur masyarakat -ain sesuai kondisi sosial budaya
Desa.
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Pasal 27

Musyawerah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa.
Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalamn berita acara.
Format berita acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa penyusunan rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 28
Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa
melakukzan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah
Perencanaan  Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27.
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format sistematika
rancangan akhir RPJM Desa,
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Format sistematika rancangan akhir RPJM Desa
sebagaimana dimaksuc pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 29
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
a. terjad: peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau



(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau
Pemerintah Daerah,

Perubahen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

3AB IV
PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30
Pemnerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai
penjabaran RPJM Desa.
RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerinteh Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan.
RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling
lambat akhir bulan September tahun berjalan.
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 31

Kepala Desa menyusun -RKP Desa dengan

mengikutsertakan masyarakat Desa.

Penyusurran RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), cilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
melalui Musyawarah Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan peayelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa;

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

g. penetapan RKP Desa,;

h. perubahan RKP Desa; dan

pengajuan daftar usulan RKP Desa.

@
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Bag:an Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 32
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP
Desa.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa; dan
c. membentuk tim wverifikasi sesual dengan jenis
kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dapat berasal dari warga masyarakat Desa
dan/atau satuan kerja perangkat Daerah.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam berita acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi sedoman bag: Kepala Desa dalam menyusun
RKP Dese.
Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 34
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagai sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi Perangkat Desa, lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11
(sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah tim.

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan
paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Desa. .

Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
a. pencermatan rencana anggaran Pendapatan Desa;
b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Desa;
c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;



(2)

(3)

(1)

e. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa
dan/atau pihak ketiga;

f. pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa;

g. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

h. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f, merupakan rancangan RKP Desa yang

dibiayai oleh Desa .

Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana

dimaksuc pada ayat (1, huruf h, merupakan rancangan

RKP Desa yang diusulkan pembiayaannya kepada

Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah

perencanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Ind:katif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 36
Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari
Daerah tentang :
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi. dan Pemerintah Daerah yang masuk ke
Desa.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat
bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu

(2)

indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

meliputi :

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana
perinbangan yang diterima Daerah;

c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan
retribusi Daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan
APBD pemerintah Daerah.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan

rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. rencana program dan kegiatan Pemerintah,
Pemer:ntah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasi! pencermatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif

Desa. '

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dituangkan ke dalam format daftar rencana

program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke

Desa.



(9)

(1)

(2)

3)

(1)

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (5), tim penyusun RKP Desa
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa
yang'dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Format pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Format daftar rencana program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang masuk ke Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 38
Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada
Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan
penyampaian informasi pagu indikatif  Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan
kepada Pemerintah Desa dalam percepatan
pelaksanaan perencanaan pembangunan  sebagai
dampak  keterlambatan  penyampaian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa
ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 39
Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk
1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa
dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

20 o'

2]
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hasil kesepakatan Musyawarah Desa;

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintan Daerah;

Jjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 41
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan
pelaksana kegiatan Desa sesuai rencana kegiatan.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
a. ketua;
b. sekretaris;
¢. bendahara; dan
d. Anggota pelaksana.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan
pihak ketiga;

d. rencena program, kegiatan, dan anggaran Desa
yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan
penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Dzerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdirl atas unsur
Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan

tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur

untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur

sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari

warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerah
vang membidangi  pembangunan infrastruktur,
dan/atau tenaga pendamping profesional.

Format rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan

ini.

Pasal 43
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dilampiri antara lain rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya.
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama
antar Desa disusun dan disepakati bersama para
Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh
tim verifikasi.



(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya

5 orang terdiri dari:

a. unsur Pemerintah Desa;

b. unsur lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

¢c. unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang
membidangi atau tenaga pendamping profesional
yang <ompeten sesuai dengan bidangnya.

Format rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran Peraturan in:.

Pasal 44
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program
dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan
kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
Tim penvusun RKP Desa menyusun usulan prioritas
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan
daftar usulan RKP Desa.
Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara
laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
Format daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 45

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri
dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar
usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada
Kepala Desa.

Pasal 46
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
Kepala Desa mengarahkan tim penyusun® RKP Desa
untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.



(1)

(1)

(3)

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 47
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk
membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri atas :
ketua RT,;
ketua RW;
tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
kelom.pok tani;
kelompok nelayan;
kelompok perempuan;
kelompok anak;
kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
kelompok masyarakat miskin; dan
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.
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Pasal 48
Rancangan RKP Desz sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang
didanai :
pagu indikatif Desa;
pendapatan asli Desa;
swadaya masyarakat Desa;
bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah.
Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada avat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat Desa, meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; ,
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;
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(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

d. pengembangan ekonomi  pertanian  berskala
produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam,

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

masyarakat Desa berdasarkarn kebutuhan

masyarakat Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa.
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Pasal 49
Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, dituangkan dalam berita acara.
Kepala Desa mengarahkan. tim penyusun RKP Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah
Perencanaar Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dituangkan dalam format sistematika rancangan
akhir RKP Desa.
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Format sistematika rancangan akhir RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Perubahan RKP Desa

Pasal 50

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
xrisis politik, krisis ekonom:, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Desa.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dikarenakan

terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang
mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP
Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa
khusus;

c. mienyusun rancangar kegiatan yang disertai
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dikarenakan

perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP
Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

c. menvusun rancangan kegiatan yang disertal
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 51
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa yang diacdakan secara
khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus
dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP
Desa perubahar.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 52
Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati
melalu: Camat.
Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling tanggal lambat tanggal
31 Desember tahun berjalan.



(3)

(4)

(5)

6)

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
dan Kabupaten.

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa
tentang fnasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima
oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya
musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima
Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun
anggaran berikutnya.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan
pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat
Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
Pelaksaraan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke

Desa.
Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal
sebagaiimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola
melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa
dan/atau kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan
pelaksanaan pembangunan Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.

Pasal 5%
Pembangunan Desa yang bersumber dari program
sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program Daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan
Desa, program sektor dan/atau program Daerah di
Desa dicatat dalam APB Desa.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa
mempunyai kewenangan untuk mengurus.



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan
disepakati dalam Musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD. §

Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program
Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas
bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 55
Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program
sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan
pelaksanaannya kepada Desa.
Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi :
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(1)

(2)

penetapan pelaksana kegiatan;
penyusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi;
pengadaan tenaga kerja; dan
pengadaan bahan/material.

Paragraf 1
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57
Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan
yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang
ditetapkan dalam APB Desa.
Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan
Keputusan Kepela Desa.
Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri,
pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi
pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksana
kegiatan.

Pasal 58

Pelaksaria kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.



Paragraf 2
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 59

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama
Kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat antara lain :

uraian kegiatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi;

kelompok sasaran;

tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rencana kerja untuk
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Format rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.
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Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 60

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa,
APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat
melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Materi sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format ceklis materi
kegiatan pembangunan Desa.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan antara lain melalui:

musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistem informasi Desa berbasis website;

papan informasi Desa; dan/atau
f. media lain sesuai kondisi Desa.

(4) Format ceklis materi kegiatan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
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Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61
(1) Kepala Desa mengoordinasikan
kegiatan di Desa.
(2) Pemerintah Daerah  melaksanak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ¥k SRS
(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis. ’

pembekalan pelaksana



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Pasal 62
Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,
antara lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;
b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
c. pembangunan Desa.
Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban
keuangan.
Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain teknis administrasi Kkesekretariatan,
pendataan, penetapan, dan penegasan batas Desa.
Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seperti pendayagunaan
teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya
lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan
pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 5
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63
Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen
administrasi kegiatan.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melakukan penyiapan dokumen
berkoordinasi dengan Kepala Desa.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain :

a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

b. dokumen APB Desa;

c. dokumen administrasi keuangan,;

d. dokumentasi foto/gambar sebelum  kegiatan
pembangunan dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat;

f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan

menyelesaikan pekerjaan;

g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah
dari warga masyarakat kepada Desa atas
lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai
dampak kegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga
masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari
warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

J. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas

bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan Desa; dan



k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak
sosial dan lingkungan. ‘
(4) Format dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 6 .
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 64
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat.

Pasal 65

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya
manusia yang ada di Desa, sekurang-kurangnya
melakukan :

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pembentukan kelompok kerja;

c. pembagian jadwal kerja; dan

d. kesepakatan pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Pendataan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangakan dalam
format pendataan kebutuhan tenaga kerja.

(3) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan
besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam
RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(4) Perhitungan besaran upah dan/atau honor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
format daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja
serta format daftar perhitungan besaran upah dan/atau
honor.

(5) Format pendataan kebutuhan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

(6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 66
(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya
alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya

melakukan:

a. pendataan  kebutuhan  material/bahan  yang
diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari
Desa; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dituangkan dalam  format daftar kebutuhan
material/bahan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

(1)

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maksimal sesuai dengan perhitungan
harga Rencana Anggaran Biaya yang tercantum di
dalam lampiran RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

Format daftar kebutuhan material/bahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 67

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya

dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-

kurangnya melakukan :

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya
masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan
tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.
Jenis dan jumlah swadaya masyarakat, serta tenaga
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.
Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya
masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga
sukarela dari unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam
format daftar realisasi swadaya dana dan daftar
realisasi tenaga sukarela.

Pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau

pihak ketiga yang berbentuk barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam
format daftar realisasi swadaya bahan/barang.

Format daftar realisasi swadaya dana dan daftar

realisasi tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Format daftar realisasi swadaya bahan/barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini

Pasal 68

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya

dan gotong royong masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67,sekurang-kurangnya
mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat
Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas
lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai
dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti
dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala
Desa; dan



(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyara.tkat
Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta
ganti rugi atas bangunan pribadi dan /atau tanaman
yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam format surat pernyataan hibat} dan

format surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas
bangunan, dan atau tanaman.

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Format surat pernyataan hibah dan format surat

pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan

dan atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 69
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan
tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas
aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/ atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah
melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman.
Pembiayaan yang  dibutuhkan dalam  rangka
perlindungan  hak-hak rumah tangga  miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
APB Desa.
Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70
Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
melalui  mekanisme pembangunan Desa secara
swakelola.
Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh
Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang
dan/atau jasa.
Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.



Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan
kegiatan, meliputi : '

me R0 os

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 72
Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana
kegiatan dalam rangka pembahasan  tentang
perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala
Desa.
Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahap
mengikuti tahapan pencairan Dana Desa.

Pasal 73
Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
membahas antara lain :
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala, dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.
Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan
kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 74

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap
perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan oleh tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen
RKP Desa.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana
dDiarlrllerI:sud gadapaya)l’t (2), Kepala Desa mengutamakaq
pemanfaatan Kader Teknis Desa yang berasal dari

rakat Desa. .
II;IZISayri hal tidak tersedia Kader Teknis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3): Kepala Desa
meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur yang dapat berasal SKPD yang
membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga
pendamping profesional.

Pasal 75

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,

dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian

dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi :

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan
terhadap 50% (lima puluh per seratus) dari
keseluruhan target kegiatan; dan

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap
100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal

hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan

kegiatan oleh Kepala Desa.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam format pemeriksaan

kegiatan.

Format pemeriksaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 76

Dalam hal terdapat kejadian khusus yang berdampak
pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Desa antara lain :
a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,

kebakaran, banjir, dan/atau kerusuhan sosial.
Maka dilaksanakan musyawarah Desa untuk
menetapkan perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan
di Desa.
Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita
acara musyawarah Desa, Kepala Desa
mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di Desa.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan dengan ketentuan :
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang
ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui :
1. swadaya masyarakat;
2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan
dalam APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan
pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan
kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 77
Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas
dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam berita acara
Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam format berita acara
perubahan kegiatan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan
rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan
pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
infrastruktur Desa.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan
pelaksanaan kegiatan.
Perubahan  pelaksanaan  kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Desa. ‘
Perubahan  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam format
perubahan kegiatan.
Format berita acara perubahan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.
Format perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 78
Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan

pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang



(3) Laporan pengaduan masyarakat serta 1ap.oran masalah,
kendala, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam format laporan pengaduan
masyarakat.

(4) Koordinasi penanganan pengaduan mgsyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dxrpaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam
pengaduan masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status
penyelesaian masalah.

(5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan sebagai berikut :

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat
pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa
perkembangan penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan
masalah; dan .

e. mengadministrasikan  bukti pengaduan dan
penyelesaian masalah.

(6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa
berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan
perdamaian melalui Musyawarah Desa.

(7) Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesali,
hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara
musyawarah Desa, dilampiri daftar peserta
musyawarah Desa.

(8) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dituangkan dalam format berita acara
musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian masalah.

(9) Format laporan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

(10)Format berita acara musyawarah Desa dalam rangka
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 79
(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa dalam forum musyawarah Desa.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan
penyaluran dana kegiatan.



(3)

(1)

(3)

(4)

()

(1)

—aporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap
senggunaan dana yang diterima dan tahapan
serkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
dituangkan dalam format sistematika laporan
pelaksanaan kegiatan dan - format laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 13,
dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan Kkegiatan
pembangunan Desaz yang  sekurang-kurangnya

meliputi : . . _
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti
pembayaran,; .

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol per
seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100%
(seratus per seratus) yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama,

c. foto kegiatan infrastruktur Desa sebagaimana
dimaxsud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit pada
2 (dua) lokasi atau tempat yang berbeda;

d. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja
dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-
ramai menyelesaikan kegiatan pembangunan desa;

¢. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Desa;

f. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara
langsung kepada tenaga kerja kegiatan
pembangunan Desa; dan

g. gambar purna laksana untuk pembangunan
infrastruktur Desa.

Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Format sistematika laporan pelaksanaan kegiatan dan

format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini.

Format realisasi biaya kegiatan, format rekapitulasi

realisasi biaya, format foto kegiatan, dan format purna

laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam Lamoiran Peraturan ini.

Paragrat 7
Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pasal 81
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam
rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni
dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.



(3)

(4)

(6)

(7)

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),dihadiri antara lain :

BPD;

Pemerintah Desa;

Pelaksana Kegiatan;

Lembaga kemasyarakatan Desa;dan

e. Unsur masyarakat Desa.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
kepada kepala Desa; dan

b. menysrahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk
diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD
dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada BPD  tentang

laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan

laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Format  laporan akhir  pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

oo o

Pasal 82-
Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan
pelaksanaan  pembangunan  Desa  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5).
Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan
masukan kepada kepala Desa.
BPD, Kepala Desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat
Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan
masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar peserta -
Musyawarah Desa.
Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud
Dada ayat (4) dituangkan dalam format berita acara
musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan
nembangunan Desa.
Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan
untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan
2erdasarkan berita  acara  hasil kesepakatan
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
i4).
Xepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan
osembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (6) dilampiri berita Acara Hasil
kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.
Format berita acara musyawarah Desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

BAB VI
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 83

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa

dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan

menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan
yang perlu dilestarikan dan dikelola
pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok
pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan
hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan

pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 84
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan
upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan
pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif
oleh masyarakat Desa.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar
pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85
Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa
dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan
Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai
penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.



3)

()

(1)

(3)

(4)

(1)

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai,
antara lain pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
pengelolaan  administrasi  keuangan, pengiriman
bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil
kegiatan pembangunan Desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Desa.

Format pemantauan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 85

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa,

dengan cara :

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan
balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan  kemajuan
kegiatan pembangunan Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada
Pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan

pelaksanaan  pembangunan Desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa,

Bupati melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa;

b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam
hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa
untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam
hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa
untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pemantauan perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam format hasil pemantauan perencanaan
pembangunan Desa.

Format pemantauan perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP
Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
dilaksanakan sampai dengan berakhir = masa
berlakunya.



(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa
yang sudah ada dan sedang berjalan tetap
dilaksanakan sampai dengan masa berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa dan untuk selanjutnya dilakukan
review menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya  dalam Berita Daerah  Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal TUevémber s0t6

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal ‘}MVeuvember 90(6
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum (V¢
: {

\ -~
e “Ux \\\
\'/\ AW

\%UQQ’; ADIDH

NIP 19756311 499903 1 009




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT 2ELLAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. FORMAT PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RPJM DESA
l.a. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KASUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DES LD D Ny oy SR pupain 1 PR PR PO 2k o B e P B Y 3ol BB N PR ST DR () S NSRS PR (8
KIS CAMATAN Y s s SR A A RO SRE SN0 s S 8 oo W AR AR AN O AR R NIy
KABUPATENL «oooovhrbiarmusstisss st ibinifaiyiimbetors so i H s nt b AN T AR s ar e ag e
PROVINST i o v s i s e b e v s s s b s 3 o S s T O S R A 5 o S SRR S5
. SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
Program/ Kegiatan
e & / Keg Program/ Kegiatan | (Dusun/RT/RW) Voinme Satuan (Rp.)

Desa: ;o vnmsssinanssaiis , tanggal ..., .
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa



I.b. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELCMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : titiiiniiiiininiiineriiinsiesinsnsennninenns e

DEBA s s oo v s o s o S e a0 TR e A S R e Y S
WERCANITAN B sravn s A e o e s o S o s S O SIS s S S SIS SRR 0
RABUBATENT  Eomcuminsssens soeioss sy ms s s s s o sy e sy i e e N T S s S e T AP ey g
PROVINEE  Bimssssee s m o s e e pon s s e sl s ap et gass et v Shon Fod A S5 A a B e SNy S
i Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Feasragn Satuar
Volume LK | PR |A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1|unit 35| 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200|meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15|orang 5 10 9
>
BESE: wi ronssassass pIANEEAY swwpwsy; was
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
o ) o T sk )



I.c. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET SKETSA DESA

3 2L N ks
D L ] v 2y ¥
N, : e nd o~
o .'. o
e -—— .'_r"
hl

b. DAFTARMASAT AHDAN POTENSIDARI POTRET DESA

No AMASAT AH POTENSI

1 Jalan =33 dwilaveh Bz
TR TR

W Q2 :epanjans 1.200 Pasi-
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Yurang doyvanfzadian - Alran mgas
olel petann fsen - Parane zambak

Tzrrvanan d Duanm - Ban: dan pas:r
Diasac leagsor, - Eavu dan serabiu
Teasga Gorons sovoas




CONTOH KALENDER MUSIM

a. GANBAR FAT ENDERNUSIV

e bioe -
T I
AR eaAn

FANCAROBA

EEMARAU

MUSINIHTIAN

. ..

.. .ea
“
--e
. ea
“
e
..
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b.

DAFTAR MASAT AH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIV

No

MASAT AH

POTENSI

Fadamasm kamarcu, &

dua Zu:iua kaburanzan
A bemih

o

unga:

B8t Bl g

twvadana moasvarakac
Barnipasr

Padz amizi eviarane
Lasi] panen ©srssds
cagal;

.!3.1 (arai=T
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Heloempok Texs
D
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Posyandu
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Dusux Suct tarkens
dizrs

Puzkasirz: pembaam
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Bidan de:s

Ezbun cbat kzlusrea

Pada poesae bazn
tebamizn beicr nomai
cenduduk d: Dusm
SXIAGT 13rESDSTE aNr

~uzer 1 mstes

;il tJ'

Bam dan paziir
Iz dex bamabne

TanaEy (GOTONE TOVOnE
X £
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I.d. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

No

Usulan Rencana Kegiatan
berdasarkan Bidang

Rencana Lokasi
Kegiatan

Perkiraan
Volume

Penerima Manf:

Satuan 1
Laki-laki | Perempuan

I

Canten
Penyelenggaraan pemerintahan desg
1. Penetapan dan penegasan batas
2. Pendataan Desa

3. Penyusunan tata ruarg Desa

Pelaksaraan Pembangunan Desa
.. Pemelinaraan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Geduang Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat ber

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi teoat guna
3. Pelatihan KPMD

Dusun Karangrejo

paket -

Mengetahui
Kepala Desa

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa ....................., tanggal ...
Ketua Tim Penyusun RPJM De:



l.e. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di D€Sa .....cocviviieiinrinniiinininn.
(oL S (572 1o o CORERRREACERPRRRUS S——— PLOVIRSE wonnmmnvessvmissmsmmensamssassenss
5717 A pada :

Har dan Tanggil 5 cosmusnsiwissiiamssmvaieas

Jam R R N 4 41 S AR S

Tempai G AR MSTDS SR T S RSSO
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh

masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

N . T , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



|.f. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN :
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
RECAMATERT  tciusmmomssieron s ivme s amsuosyesdsnss sErs sammsameye s asve s8 sy seiesusvsnyiaimiaiasa
KABUPATEN | i i anessisinnessss st spasm e enns shonas o snss s iy amResvgs SHovs fasibealpensseamvyans
PROVINSI RS —— £ = (T e PR DU

5

II

[11

IV.

VL

VII.

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kssesuaian dengan perundang- ur}dangan
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pengkajian Potensi Desa

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

a0 o

P,

..............................................

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Crarrbeat

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

..............................................

Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

..............................................

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembzagaan.

..............................................

PROSFS PELAKSANAAN
Comtoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan infcrmasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota

b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalem pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalem pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat



FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

[X. HASIL

1 Data desa yang sudah diselaraskan

2 Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke
Desa

3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

S i DAPEAl, oy sy s
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepale Desa



I.g. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,

telah diadakan musyawarah Desa di DEsa. ... osssasevans
RegamataNasvsssamasissrss Kabunaten. . ousssomsenmnzsases

Hari dan Tanggal @ .oioiienmimemonimmmsmsssresinsnanases

Jam U sfemmesshetionmsnes SroRsR RS

Tempat ¥ mmmrearias iR A AR

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku

unsur pimpinan dalam musvawarah Desa ini adalah :
A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Peritipion: MUSYE! s, sommsme (57 3/ T R P

Notulen R V- B oo siwsenricesvim st o e MR 01

Narasumber | AU N y— 2 7 1« .
- SRR £ N ——— 2 TS TN D0 WU
B brpmnbunnnd dan seterusnya

Setelah dilakukan psmbahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat



RANCANGAN RPJM DESA
TARUN s

DESA
RECAMATAN
RABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan ) Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi < Peminavaan
No (RT/RW/ Prakiraan Sasaran/ . G Pihak
. oo yer iy ! A Tah . Kerjasama Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Dusun) olunig Mujfaut Tal;un Ta];un Ta.l;un Tahun 4 sun Tahun 6 Jih (Rp) Sumber Swakelola Aritar Desa Ketiga
L ) & d e f q h i i k 1 m n o D qQ r S
a.
b.
<.
| Penyelenggaraan d
Pemerintahan Desa '
(X
f
8 R
sJumlah Per Bidang 1 -
a.
b.
c
d.
2 Pembangunan Desa | e
1.
2. -
h.
i
Jumlah Per Bidang 2
a
b.
. {13
3 Pembinaan d
Kemaasyarakatan !
e.
I.
| g
Jumlah Per Bidang 3
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat c.
d.
g Jumlah Per Bidnng 1
JUMLAH TOTAL >
ST eI , Tanggal, ..., -..y <.
Mengetahus : Disusun oleh:
Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa



1.i. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Hovl darTomeral' § conuovmnemesnsmmvsammmommms s

Jam R R RS

Tempat R R O A SO AN
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
RNl o TARERAL: sy sewy sus

Mengetahui
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa



[.j. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa .....................
Kecamatan ......oeeeeenmnnoneeseresnessns SR O o videsrmmmsmiodimmsmmep i
PrOWIaR s s asan pada :

Harl dani’Tanggal | .ocorrccsssmmsessmonssmnommsmmmmmesnsss

Jam T USSR S . S,

Tempat RN RRANBALT

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanasn pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyvawarah dan
narasuraber adalah :

A. Materi

.............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

PemimpinmiaSyais voesssessensusesssasssssse i AT U S m U

Notulen B | ek S % 21 5 Y VN

Narasumber R Y 1 N B . immpmimimssismems s RS RRPTAS
2. ST W S "2 1 .
5 v dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa vaitu :

.)emikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa



I.k. SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RPJM DESA

a. BABI. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan
b. BABII. GAMBARAN UMUM DESA
A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
1) Sumber Daya Alam
2) Sumber Daya Manusia
3) Sumber Daya Pembangunan
4) Sumber Daya Sosial Budaya
C. SOTK Desa
c. BABIII. MASALAH DAN POTENSI
A. Masalah
B. Potensi
d. BABIV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi
B. Kebijakan Arah Pembangunan Desa
C. Kebijakan Keuangan Desa
D. Bidang dan Kegiatan Indikatif
e. BAB V. Penutup
f. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1) Peta Desa
2) Daftar RPJM Desa
3) Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Ka.ender Musim, Diagram

Kelembagaan)
4) Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5) Undangan dan Daftar hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun,

Musyvawarah Desa, Musvawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6) Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)



[I. FORMAT PENYUSUNAN RKP DESA
ll.a. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..........ccoveunenn. KeCamtialatl «ounsusnsinis
KabXbaEten woasmmsvessasia PEOWMIRS v aivimina pada :

Hari dan Tanggal = @ e,

GHRE e e R e SR

TemPpat == § shsimaiisiias et ngaees

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....................................................................................................................
....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpiy mnuSYawWarahl 't iw..svsiossbiosssssnsasssiessh AAH G e R R

Notulen B A SR S S SRR CRBET. v s T A R

Narasumber 00 | AR ) - . RSN A
B i AR (5 = L O O Te
O vt dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh oseserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
................... ; TAREEA) a5 wsey s
Ketua BPD
Kepala Desa



IL.b. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

DES

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

PAGU INDIKATIF DESA

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

No

Indikatif Program/
Kegiatan Desa

Sumber Dana Incikat:f

Dana Desa
(APBN)

Alokasi Dana
Desa
(bagian dana
perimbangan
kab.)

Dzna bagian dar:

Bantuan keuangan

hasil pajax dan
retribusi

APBD
Provinsi

APBD

Kabupaten

Contnh

Penyelenggaraan
pemerintahan desa

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

" |Pembinaan

Kemasyarakatan

TPembérdayaan

Masyarakat

sranggalivis s wis

Ketua Tim Penyusun RKPDesa



Il.c. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN <ABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Prakivaan Pagu Dana | Prakiraan

N Asal Program/ Kegiatan i
0 g / Keg Nama Program/ Kegiatan (Rp.) Pelakuara

Contoh
Dari Pemerintah Air Bersih 800.000.000 |PU Pusat

o—

2|Dari Pemerintah Daerah Provinsi

3|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

4|Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh CPRD Kabupate

..................... ,tanggal ..., ..., ....
Ketua Tim Penyusun RKP Desa




Il.e. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional
(jika tersedia)

Catatan : Gambar dibuat secara manual




ll.e.1 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (LANJUTAN)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA R O S G R R R T Py

KECAMATAN © .. iseiovsesnonsnnravmnreosssmaserossnsansossonsvanssasesss No.RAB TR S S A RN
KABUPATEN 5 ssmssmsmons sosmmsson s b os o s v snsiss Bidang - I T
PROVINSI R R R S i e s et e s Kegiatan R UM |

Harga Satuan|Jumlah Total

URAIAN Volume | Satuan
Rp Rp

a b c d e=bxd f

1. BAHAN

11 .
1.2
1.3
1.4
Lias

Sub Total 1) | Rp - | Rp

2. ALAT
@
2
2.3

24
2

e e

Sub Total 2) | Rp - | Rp

3. UPAH
3.1
3.2
3.3

Sub Total 3) | Rp - | Rp

|Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
[-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

1[I-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

SRR Tanggal....... s
mengetahui :
Kepala Desa Tim Penyusun RKP Desa



Il.e.2 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARARN BIAYA (LANJUTAN)

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa S T Lokasi e AR B N A T RBe AEeas
Kecamatan e e A Ty 0 T bkl Bidang -
Kabupaten B e e R T Kegiatan s o A A SR S A
Provinsi T b JITERS [ L LU NP ee I Volume L N
.| Ada & Tidak
Jenis Dokumen yang Diperiksa AIAMEBEnOt "y sl | FidAtii

i Syarat

1 |Sketsa lokasi kegiatan

2 |Dokumen survey teknis

3 |Gambar desain

4 |Perhitungan volume

5 [Survey harga bahan dan alat

6 |Kesepakatan pembayaran upah kerja

7 |Perhitungan RAB

8 |Kajian sederhana mengenai dampak Lngkungan
9 |Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

10 | Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 |Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 |Rencana penggunaan ala: berat

13 |Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 |Data pemanfaat

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat I SO .S W .
2 Pendamping Profesional : ) T ESENC . W LWL SN Y. A
3 Dinas Instansi Terkait e sy E SR AR SE SRRRES



[].f. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUNE sshianesomseisaays
DESA e S A B A A S e S AT ST e T
KECAMATAN e demeean S TR SR R R S E A AT S R T DS A
KABUPATEN e e s s s ST O B S A R S SR Y A
PROVINSI P T W e s R SR NS S SR AR R S
: ; ; Prakiraan Prakiraan
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi | Volame Slaeslix;zzt/ Woick 2 S
Bidang Jenis Kegiatan Pelaksanaan | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan T
1 |Pemerintahan
Desa
l
Jumlah Per Bidang 1
'2 Pembangunan
Desa
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
l Jumlah Per Bidang 3 .
. 4 Pemberdayaan
Masyarakat s
Jumrlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
) (8, <17 HEENEBAL s o
Mengetahui K=tua Tim Peayusun RPJM Desa
Kepala Desa




-

II.g. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....................
Ketamatan. comnavmnsiimsiarans RABUBATET s s
PHOVIISE s e wandvsmsms pada :

Bloti danDeaipua]l 5 ssunbsssmmommmemieasnsss

Jam ST RS S SO M

Tempat AR EL W =C- N A

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa



II.Lh. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH FERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, diDesa..................oeeein.
KabUPaLent. . ssmmmmmsnsmmmmsamsssmennybis PROVIRG] o omermmmmrasssnisnmss pada :

Honldan Tanggal @ avocsrmmsnsmbonsmaspesnssmsramsnss

Jam - JPSSESURUTRUL | oSSR S S L

Tempat -SSR, T\ M USRS -

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

‘ A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Permnpi-MUBYET vvsnssmsmsamns s QBTE comammonsonm o s s A AR

Notulen T O AR Yi o L o e m—

Narasumber % duassssassanmasiiaman s
B s R RS e
- S— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyenakati beberapa hal yang
. berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan

pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa vaitu :

........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa

Wakil Masyarakat



ILi. SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RKP DESA

a. BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. €. Tujuan
b. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
c. BAB III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN BERIKUTNYA
d. BAB IV. PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN DESA DAN
A. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa
B. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola
melalui keriasama antar Desa dan pihak ketiga
C. Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari nemerintah.
D. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masvarakat Desa
e. BAB V. PENUTUP
a. LAMPIRAN -LAMPIRAN :
1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa
2. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah
4. Pagu Indikatif Desa
5. Daftar Rencana Bidang, Sub Bidang, dan Kegiaten Pembangunan Kadupaten
6. Daftar RKP Desa
7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
8. Notulen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
9. Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya



III. FORMAT PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PE!\.\IGUNAN DESA

lll.a. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN soasaas

Bidang/ Jenis Kegiatan

No
Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

Lokasi

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Volume

Satuan

Biaya

Jumlah

laki-

laki

Perempuan | A-RTM

Durasi

Mulai

Selesai

Pelaksana
Kegiatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

oo TP

lJumlah Per Bidang 1

Pembangunan
Desa

o Rin O

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan
Kemasyarakatan

3 20Tp

Jumlah P'cr Bidang 3

Pemberdayaan
Masyarakat

o anop

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Menyetujui
Kepala Desa




[Il.b. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMEANGUNAN DESA

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

B e —— A ST
Qo012 20 = S O 1 U L
RAUBEEETY L e ——— T A
PRERITIEL i e e R G
MEDIA SOSIALISASI
Sistem | Papan :
No Materi yang disampaikan ADA TIA%/;‘\K Musyawa | Infor- Intr')or- Media
: . | Lokal
rah masi | masi | o
Desa | Desa
{ Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
....... Desa baes
2 Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Desa
3 |Rencana kerja kegiatan Desa
2§
B Lo
DE8A «vonsmessvsmsassasns g CEEBR ey iy
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ................cc.oeeerenn.
Kepala Desa Ketua
Fessiiama s it sy ) (ircmmons somammmsnamsnsse s RS )



[Il.c. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN K'EGIATAI‘{

Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

No

Uraian Dokumen

ADA . KETERANGAN

Dokumen RKP Desa

Lampiran dokumen RKP Desa

Dokumen APB Desa

Buku administras: keuangan

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

Daftar masyarakat pemanfaat

Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan
menyelesaikan pekerjaan

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

Dokumen peralihan hak melalui jual beli

10

Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

1.1

Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti
rugi (bangunan, tanaman)

12

Laporan analisis dampak sosial dzn
lingkungan

13

Mengetahui,
Kepala Desa

|57 - PR————— , tanggal ....,

..............

Ketua




[I1.d. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

FENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

1221 5315 o SR s
Desa
Ko A, , e
Kabupaten
- e i
JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA
WAKTU Orang
No. JENIS KEGIATAN v FELARSATLAAN
e e s KEGIATAN Mandor | Tukang | Pekerja z;zzii Jumlal
(Hari)
(Orang) (Orang) (Orang) Orans) (Orang)
a b c d e f g h i j=frg+h+i
DeSa ovvieneenieeeinanns ,tanggal ..., cooeyoen.
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ..........ccoceeenenennnn.
Kepala Desa Ketua
R SO O ) (oo e e B )



IIl.e. FORM DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa
Kecamatar. _>._ ‘‘‘‘‘‘‘ o e Jenis Kegiatan ke T— Insentif untuk 1 HOK Pekerja R et 8
Kabupaten AT AR U e - Patok/Lokasi kegia : Insentif untuk 1 HOK Tukang R e
Provinsi $ L= Masa kerjatanggga: ~ s/d  Insentif untuk 1 HOK Ket Kelomnok RpP.........cccceiummiiniciiiineennnn.
Katagori | Asal Hari-Orang-Kerja (HOK) Jumlah HOK Jumlah Insentif Tanda tangan/
No Nama A-RTM| L | P {0t [l P | Le Menurut Tanggal pic | rie e la.rrl Totall_A-RT™M | cap jempol
Ds| Ds (Rp) (Rp) Tangan kiri
1 1 2
2
3 3 4
4
S 5 6
6
7 i/ 8
——-8 —d —1- — 4
9 9 10
10
11 11 12
12
13 13 14
14
15 15 16
16
17 17 18
18
19 19 20
20 y
21 21 22
22
| 23 : 23 24
24
Jumlah Jurmnlah:
Keterangan :
L . Laki-laki Md - Mandor
P : Perempuan DI Ds : Dalam Desa
Pk : Pekerja Lr Ds = Luar Desa
Tk : Tukang A-RTM - Anggota Rumah Tangga Miskin
¢ Bresa i i , tanggal
Menyetujui Pelaksana KeBIAtan «.ssmmessespssessisesni
Kepala Desa Ketua



ILL FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Desa
Kecamutan
Kabupaten
Patok/l.okas! keg

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG
1100 WU () 17353 oSN oo Ko Sy O NPt GO

__Jenis Kegiatan
_ Pekerjaan

~Masa kerja tgl

"Volume dihasilkan

1 HOK Pekerja Rp.
1 HOK Tukang Rp.
1 HOK Ket.XlIpk Rp.

Upah borong/sat

Kategori Asal | Besar Insentif
No: fama A- p [Pek| Tu KetKlp |dim|luar| yang dizerima Tanda tangan/Cap jempol kiri
RTM erj | ka masing-masing (tidak beleh diwakilkan)
a | ng ds | ds (Rp)
a b [ el '] & h i k 1
1 (Ketua) 1 2
2
3 3 4
4
5 5 6
‘6
-
7 : 8
8
9 3 10
10
11 # 12
12
Jumlah = L
Keterangan: Uraish cumlzh HOK = k/harga 1| HOK
L : Laki-laki Pekerja Tukang Ketua Kelompok
Py Derenupyan HOK dihasilkan
ds : Desa
Tk : Tukang -
dlm : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
. I D71 e —— , tanggal ..., ... Lo

Menyetujui,
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Ketua




lIl.g. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Desa
Kecamatan

DAFTAR

KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Tahun :

Kabupaten
Provinsi

No.

JENIS KEGIATAN &
Nama Barang/ bahan
yang dibutuhkan

SPESIFIKASI TEKNIS
MINIMAL

VOLUME
KEBUTUHAN

JUMLAH VOLUME

Dari
dalam
Cesa

SAT

Dari luar
Desa

CARA PENGADAAN

JENIS KEGIATAN - [ :

:og.-— ol

£

|JENIS KEGIATAN-II

ipiingim

JENIS KEGIATAN-III

Keterangan :

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua



lI.Lh. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA

DAFTAR
REALISASI SWADAYA DANA
Tahun 3 coecmsesoessisiosmsseos
DESA
KECAMATAN & st )
KABUPATEN JENIS KEGIATAN i s i
PROVINEY e - oo BUBAN! . e
Kesanggupzan Realisasi Realisasi .| Realisasi S/d
N NAMA PENYUMBANG/ Swadaya % bulan lalu 7% bulan ini % bulan ini Y
o RT/ RW/DUSUN Rp. Rp. Rp. Rp.
Total Jumlah Swadaya
Keterangan :
* Nilai Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan,
DIeS8unomneansisign s tanggal....,......... .
Mengetahui, g8 32
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan ....................coc......
Ketua




HLi. FORMAT DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA

DAFTAR
REALISASI TENAGA SUKARELA
TaRUN ! casapmsmvsns

KECAMATAN - .

KABUPATEN ., T JENIS KEGIATAN i
PROVINSI ~ ) N ; BULAN VN

Volume Target dan Realisasi Swadaya Jumlah Perkiraan Swadaya Terhadap Rupiah
v . ..: | Realisasi Target Realisasi Realisasi Realisasi
5 Kesang gupan | Realisasi Realisasi X el Y
= e R Swadsya | bulanialu | bulanini | ®/dDbulan | o Swadaya bulan lalu bulan ini | s/d bulanini | %
i ini
HOK HOK HOK HOK Rp. Rp. Rp. Rp.
Total Jumlah Swadaya
Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesua swadaya yang diber ikan.
> Al sspmsag e mRe T
1B 7Y R QO 4y , tangg; ;
Mengetahui, :
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan ...............coeeeeeos
Ketua
s e S o T it by oee ot e )



lILj. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

Mengetahu,
Kepala Desa

Ketua

DAFTAR
REALISAS] SWADAYA BAHAN/ BARANG
Tahun S swimese S
DESA "
KECAMATAN
KABUPATEN ____JENIS KEGIATAN — -
PROVINSI BULAN
Volume Target dan Realisasi Swadaya Jumlah prakiraan nilai swadaya terhadap ruplag/d
Nama - isasi Realisasi Realisasi
- isa- isa- = Target Realisasi e 's1 - ‘
o N RS < mitd K;“s::f SAT :et?i:ls:n sRnch;?:n R;ai‘/sj % Swadaya bulan lalu bulan ini bulan ini Yo
Baran A ; Rp.
[l & Swadaya lalu ini bln ini Rp. Rp. Rp P
Total Jumlah Swadaya =
Kcterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.
BleBa: susss s , tanggal....ocooeeee sspnznte S



[II.k. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama T s osiamne s apammn s SR SRR AN R s
Jenis Kelamin R e BRSNS R OANR
Tempat Tanggal Lahir B AT S A TV S SR
Pekerjaan S TR S AR SRR e R e

No. KTP B s cony st b A
Alamat I PPT Loy PR SN e

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama TN ORA S~ - o7
Jenis Kelamin S R R VIR SRS SRR A
Tempat Tanggal Lahir P nosaiisaibasnnost il inoiimomsiings
Pekerjaan S G AR AT
No. KTP d e A R T R RS RS R
Alamat - NS RS B e e o D Y %

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas £ ...... m?
yang terletak di Desa..... Kecamatan...... Kab..y. , dan menyerahkan kepada

Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan
Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan

...............................
...............................
..............................

...............................

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan
dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada
gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

............. , tanggal, ...., tahun

Mengetahui
Kepala Desa

.....................

......................

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anak:

..........................................

.............................................

SAKSI-SAKSI

Lo )
D s i)



[1I.1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama B o S R A R AL R AR AR i
Bertindak untuk dan atas nama s R T P e SR R WGV 9 T
Umur G e e R A e vt s
Alamat T T T
Nomor KTP 7 R S s 8 L FEruT

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut
kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana

Pekerjaan Pembangunan
Objek yang terkena dampak
Lokasi Kegiatan

..............................................................
..............................................................

--------------------------------------------------------------

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................. , tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

MATERAI
Rp. 6.000




11l.m. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan
Desa
KO A A AT e ————————
DD O O A . e e——————————— A A
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa
: : Kualitas
Ukuran/ Dimensi
" Sketsa Gambar dugiialy / Pekerjaan ,
Jenis Pekerjaan @ THenren Volume ot Catatan Pemeriksaan
Yg dicapai Tidak |Sesuai |Tidak
Rencana
Bahan dan Alat yang Diperiksa
Volume Kualitas

Jenis Bahan dan Alat

Sesuai |Tidak |Sesuai |Tidak | C2tatan Pemeriksaan

Mengetahui
Kepala Desa

Pemeriksa




[lI.n. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

NOTHOT . svwsvnsvsnvinvins
Pekerjaan - JTC SRR YUR USSR PRV SRS -~ B - W - A
Voliame KeRIBEEIE Tuwsarnmmmrarmmmmmmeram s amss s ey asasesmysse s smmmesmebtsomyymsumyssssmssitssabos
Lokasi N SRS NS S TV A RS A A S N R NP A
Biaya § R wvcnesim s R AR R TR AN SN ASANEA SRAS SS  Hee
Padda harl ink bertemipat di oo 57: s |- SRR (tanggal, bulan, tahun) telah

dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang
menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi
berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara
lain :

1. Kepala Desa

2. Wakil-Wakil Masyarakat

3. Pelaksana Kegiatan .ieeeeeesasses

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal
sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya
perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengetahuinya

Mengetahu/Menyetujui Pelaksana Kegiatan..............
Kepala Desa ............ Ketua




IIl.o. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan : Budidaya Lele Tanggal Perubahan

Lokasi Kegiatan : Dusun Karang tengah

Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

No | Halyang Keadaan sebelum Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah adanya perubahan perubahan

1. | Bibit lele Bibit Lele Dumbo Bibit Lele Siliwangi | Kelangkaan bibit lele dumbo | * Jumlah bibit lele lebih banyak;

* Perlu pelatihan pengelolaan ternak
lele siliwangi;

*  Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Kepala DEesa....oovwiammuvesves Ketua




HI.p. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Tanggal Status: ..., .oy coveeenan
D
Kecamatan
Kabupaten
PrOVinSi S S S S TS — +rresnsierrrye—ee s o
No.| Tanggal Identitas Pengadu Permasalahan Kegiatan Tindak lanjut pengaduan Status -
Pengadu an Proses | Selesai
Menyetujui DS vvvsswnsasmsivmiis Tanggal........ pua PO
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan .......cocsives s
Ketua
(AP, S LA I L ) (o Teos s R R R S e )




Ill.q. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN

Tanggal Status: ..., ..., ...........
Desa S nnmemr ey S 9 e S AR S T AT S S
Kecamatan e S s s FYORIIBL  § Doommmormmometisadmsin e i e o e e e o
. Masalah, Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Bantuan Pihak Lain yang Diharapkan délljlatm
N, Kegiatan Kendala dan Hambatan Kendala dan Hambatan Penyclesaian Masalah, Kendala dan Hambatan
I Masalah
1
2
3
Il |Kendala dan Hambatan
1
2
3
Menyetijni Desn...... SFOTEERY v amaxrevnsnensen
Kepila Desa Pelaksana Kegiatan ...............cccceveeeens

Ketua



[IL.r. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal

Tempat :
Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah
yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat



[lI.s. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR 1ISI
Hal
AT PERGANTAR .. comumonsomsssismsmmannmsrsstess fnnes syt missrs s s i 1
DAPTAR TABRL oo oo s sn s ons somms s o s B ans s s s e ss s s wanmns
DAFTAR ISI T T L
BABT PENDAHLEURN:  somimsmiarms s oot o s v v dia sonss 1
BABII PELAKSANAAN KEGIATAN. wiommmmmmoncsssmpommmsessessessssanemsenstsins

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ..........c.ccceeueene .
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ........... ..
BAB III REALISASI BIAYA . ...oiiiieiiieiiiinrereneeneresssnesnsanesnessnssssnssnnes

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

.............................

BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN

3.1 Penyelesaian Permasalahan

..............................................

3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan

..............................

BABV PERUBAHAN KEGIATAN

.........................................................

BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN

BAB VII KESIMPULAN

..........................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

...........................................................................



It FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

& h

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEG!ATAN

Bulan : sousscnsiesmis ks Fahan.
DESA N W N S, KABUPATEN "
KECAMATAN o I — PROVINSI e
5 Waktu
Realisasi Sasaran R: lca;:a a Progres Kegiatan
No Bidang/ Jenis Kegiatan el R Sat Biaya claxsanaan
asi olume | o Rp. — g A- | Juml | Tel Tel Fisik Biaya
m g g ;
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan RTM | Hari | Mulai | Selesai [ o Rpi
a b c d e f g h i i k 1 m n 0 p q
a.
b.
c.
1 Penyelenggaraan d
Pemenntahan Desa c-
f
2.
Jumlah Per Bidang 1
a. o
b.
c
d. —
e
2 Pembangunan Desa gf
h.
I
£
k.
1.
Jumlsh Pes Bidang 2
a.
Pembinaan b.
3 .
Kemasyarakatan d
G
Jumlah Per Bidang 3
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat c.l.
d.[|.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL . [ | | |
pesaii v i otanggal....,. ...
Mengetahui,
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan

Ketua




I1I.u. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahun.............
Desa y
charn;—ll’cu] ...............................
Kabupaten o
Provinsi Kegiatan
Dari VOlu[;z; Harga Jumlah ;321;’2 Jumlah
URAIAN Dari Satuan Satuan APB Desa i Swadaya
Tota! [ APB | Sumber Swadaye (Rp) (Rp) Lain (Rp)
Desa Lain (Rp.)
1. BAHAN a b c d=a-b-c S g h=bx g l=cxg j=dxg
15
1.2
1:3 l
1.4
|-
Sub Total 1) | Rp - | Rp - | Rp
2, ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.
Sab Total 2) | Rp - | Rp - | Rp -
3. UPAH
3.1
32
3.3
Fii
Sub Total 3) | Rp - | Rp - | Rp -
Total Biaya Kegiatan Rp
Total Biaya Sumber Lain Rp
Sumber Dana Total Biaya Swadaya Rp -
Total Biaya (Kegiatar: + Sumber | Rp -
Lain +Swadaya)
Des#...... SHABPEAL o vibsismsises
Menyetujui

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
Ketua




IIl.v. FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA . .

REKAPITULASI REALISASI BIAYA

17 36 ) [ S ———
Desa : Kabupaten
Bidang/ Jenis Kegiatan o Biaya dan Sumber Fembiayaan
No Lokasi | Volume i
: ; 2 Dana Desa Pemerintah ; .
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) (Rp) ADD (Rp) Swadaya (Rp) | o oo + Dissh Pihak Ketiga
a b c d e f g h i J k
Penyelenggaraan a.
1" |Pemerintahan b.
Desa C.
Jumlah Per Bidang 1 -
a.
9 Pembangunan 5
Desa
C. i
-Jumlah Per Bidang 2
A a.
3 Pembinaan b
Kemasyarakatan C'
Jumlah Per Bidang 3 -
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat C.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Menyetujui DeSa. ..o JSangeal.. .o
Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan ..........ccccooeeviniennnes
Ketua



I[I1.w. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI (0%)
BEGIATANG | onismidinns s




FORMAT FOTO KEGIATAN (LANJUTAN)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI ( S0%)
RBEGEAEAN «cuvoommseessmsmmaessosens i




FORMAT FOTO KEGIATAN (LANJUTAN)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI ( 100%)

KBCGIATANG cusovsmsasinssosssission




III.x. FORMAT GAMBAR PURNA LAKSANA

GAMBAR
PURNALAKSANA

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh

Tim Pelaksana

Kegiatan (Kader
Teknik)

Diperiksud dunt Disetujuil
oleh :
Tenaga Ahli
Profesionzl/ Dinas
Instansi terkait

Lembar.....Dan Lembar




Ill.y. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR 1ISI
Hal
KATA. PENGANTAR ... oconesecscsnsssssssssssnssasssiossesssmmssnsensmmss @i 1
o T Y 0 & S B e TN S T S
BAB T PENDAHUERTAN o s s Tas s s s s s v s st 1
BAB I PELAKSANAAN KEGIATAN covaimmsrimiarae e iosssnsssssnssnesonsssns

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ............ccceevvennes
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ....... ——
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA
3.1 Rencana Kegiatan dan Biaya
3.2 Realisasi Kegiatan dan Biaya
3.3 Perubahan Kegiatan dan Biaya
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN......cc.cccviunnen

4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan .............

4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan ...........cccoovvuieannns

BABN PENUTUPR. s mssine i o i aiiiesais s s isiiasvmwies
LAMPIRAN-LAMPIRAN s i s s s v s is s saona vas



Ill.z. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ...........
di ‘Desa: i Kecamatan ............ Kabupaten i Provinsi .ccsaus
maka pada:

Hari dan Tanggal § s AR SRR A A NS RS
Jam : dari pukudl. s 8.d. pukul ..
Tempat SRS ——

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan

masyarakat;
2. At .
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat PR R —— QB vmararmemmmnoraeedisi

Sekretaris / Notulis :  .coovoneiiinssinie o - L e

Narasumber § Fy e FBEE ommmanaramsieasesns
. SR (5125 ey
R QAL sk
- R — BLANR , dncnmmimmimmin sawmiissmmvh



IV. FORMAT PEMANTAUAN
IVia. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun o
Desa
lkecamatan
Kabupaten
Provins:
No Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ya Tidek Keterangan
(penjelasan bila tidak)
1 |Penetapan Pelaksana Kegiatan
IStruklur pelaksana 'cegiatan mencerminkan uasur masyarakat
2 |Fencana Kerja Kegiatan Desa
Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya
J |Sosialisasi Kegiatan Desa
Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan
dan pelaksana kegiatan
4 |Pembekalan can atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kepiatan Desa
Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
Pemateri mampu menjelaskan materi peinbekalan secara baik dan
mudah dipahami
S |Pendataan kebutuhan tenaga kerja
Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluas<an kepada sebagaian
besar masyarakat
6 |Pendaftaran calon tenaga kerja
Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat
Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dar: RTM
7_|Pembayaran upah
Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan keseprkatan yang
diperjanjikan
Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang
8  Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa
Mengutamakan penggunaan bzhan material Ickal
Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusax lingkungan
9 |Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga .
Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisas: sesuai
9]
10 |Dokumen Hibah tanah dari masyarakat :
Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris
Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa
11 |Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntu ganti rugi
Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui
musvawarah masyarakat
12 [Pembahasan pengaduan masyarakat
|Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan
13 |Laperan masalah, kendala dan hambatan
Masalah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah
ditindaklanjuti dan diselesa‘kan
14 |Perubahan pekerjaan
Perubahan peke:jaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan
bersama masyarakat
15 |Foto dokumentasi kegiatan
Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 30%
dan 100% dari sudut pengambilan vang sama
Dokuiientas: foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung
16 {Gambar purna laksana
[(.ambar purna laksana dibuat sesuat dengan realisasi ‘cegiatan
......... Tanggal.

Menyetujui
Kepala Desa,

Tim Pemantau Masyarakat




~

IV.b. FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Kabupaten
Provinsi

No.

Kegiatan/ Dokumen yang dipantau

Dilaksanakan/Ada dokumen

Tidak dilaksanakan/tidak ada Keterangan
dokumen (penjelasan bila tidak dilaksanakan)

Dafa rencana program dan Kegiatan

pembangunan yang akan masuk ke Desa

Pendataan potensi dan masalah di Desa

Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
Laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa

Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa

V(R (N || B [w({bd| —

Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa

Dokumen pagu indikatif desa

Rancangan RKP Desa

Proposal Teknis dan kelengkapannya

Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
Daftar usulan RKP Desa

RKP Desa

Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan

Berita acara Rancangan RKP Desa melalui

Musrenbang Desa

Menyetujui
Kepala Desa,
(st seinasaniasins s SRS SS:e )
Keterangan pengisian

Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO




